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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang 

diajukan didepan yaitu bahwa peraturan perundang – undangan terkait 

pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual 

telah sesuai dan saling melengkapi. Contohnya terhadap pasal 8 ayat (1) 

Undang – Undang  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai 

dengan pasal 16 ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 17 ayat (1), pasal 17 ayat (2), 

pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri dan pengamalan hak 

anak sebagai koban dilakukan dalam proses pemeriksaan hingga tahapan 

penyelidikan sesuai dengan pasal 8 Undang – undang kesejahteraan anak dan 

dilengkapi dengan adanya pasal 5 ayat (2) pasal 58 ayat (1) Undang – Undang 

Hak Asasi Manusia, pasal 89 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban, serta pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Anak. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat memberikan saran bagi kepolisian khususnya penyidik agar dalam 

melakasanakan penyidikan bertindak sesuai kapasitasnya yaitu yang tertuang 

dalam peraturan perundang – undangan serta bertindak objektif dalam 

memeberikan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan 

seksual. 
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